MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

_akarta, 25 O«tober 2018

Nomor © 893.5/9038/SJ vth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
Sifat T
Lampirzn
Hal : Program Pengembancan di ~
Kompetersi SDM ASN Perrdagri
T.A. 2C109. Seluruh Indonesia

Calam rangka pelaksanaan program prioritas pengembarcar kompetensi sumber
daya manusia (SDM) aparatur sipil negara [ASN] pemreritahan daiam negeri tahun
anggaran 2C19 di lingkungan Kemendagri dan Pemezrintah Daerah, serta
memperhati<an Rencara Kerja Pemerintah tahun 201S bidang pengemtangan SDM
aparat_r, bersama iri dengan hormat diminta perhatien para Guoernur beberepa hal
sebaga: berikut:

1. Pemerntan daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan
[pengemrbangan <ompetensi] aparetur sipil negara dalam APBD TA. 2019 sekurang-
kurancnve 0.34% [nol kama tiga puluh empat persen] cari total belanja daerah
bagi pemerintah provinsi dan sekurang-kurangnya 0.16% [nol xoma enam belas
perser] dari totel beianja daerah untuk pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana
telah diamanatker dalam Peraturan Menteri Dalam Neger' Ncmer 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Umum Penyustnan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah "APBD] Tanun 2019.

Datam hal beseran alokasi ancgaran dalam APBD tanun sebelumnya untuk
pendidikan dan »elatihan bagi ASN yang telah melebini 0.24% dari total belanja
daeral bagi pemerirtah provins' dan yang telah melebihi 0.16% dari -otal belanja
daeral btagi pemerintah kabupaten/kota, maxz pemerintah daerah tdak
diperkenankan mengu-angi besaran alokasi anggaren pendidikan dan pelatihan
dimaksud.

2. Alokasi anggaran senagaimana tersebut di atas, utamarya dimaksudkan dalam
rangke pengemtangan kompetensi penyelergara pemerinzah dasrah, yang artara
lair meliputi:

a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan
kepemimpinar pemerintahar dalam negeri yeng menduduki jabatan Kepala
Perengkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana
amanagt Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2014 <entang
Pemrerintahan Cazrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2017 zen-zang
Perroinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Femerinzahzn Daerah;

b. Uji kompetensi pemerin@han dalam rengka sertifikasi kompetensi
pemrerintahan sebesgaimana diatur dalam Permendagri Nomo- 85 Tahun 2017
tertang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerirtahan Dalam Negeri
den Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompezensi Pemerintahan;



c. Pendidikan dar pelatihan (diklat) tekms dan fungsmnal substantif pemerintahan
datam negeri yang antara lain mellputu Diklat Kompezensi Pemerintahan bagi
para Camat dar Kepala Jesa/Lurah Diklat Pejepat Pengawas Urusan
Pemzrintahan Daerah [P2UPD], Plklat Satuan Polisi Pemong Praja, Diklat
Pemadam Kebakaran, dan berbagai pengembangan kompetensi atau diklat
daleam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daeran yanc disesuaikan
dengan kebutuhazn dan prlorltac‘ pemtangunan daerahnya masing-masing,
pengembangar kompetensi terkait pengelolaan keuangan daeran dan
pererapan stardard pelayanan m|n|mal serta berbagai diklat teknis dan
fungsional supstantif kementerla‘n/lembaga namerintah non kementerian
senagaimana amenat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahur 2017
tenzang Pembinaan dan Pengawasajn Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Unuk menyamakan pemahaman dan peningkatan wawasan, pengetahuan dan
keterampilan di bidang penyelencgaraan pemerintakan bagi para Anggote DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemiiu 2€19, maka akan cilaksanakan
Orientas. Tugas Anggcta DPRD pada tahun 2019, yang diatur sebagai berikut :

a. Crientasi tugas arggota DPRD bagn pimpinan dan anggota D”RE nasil Pemilu
2019 diselenggarzkan dengar berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang
Criertasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRC Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.

b. Crertasi Tugas Anggota DPRD Provinsi diselenggarakan oleh BPSDM
Kemandagri dangan dana APBN, sedangkan anggeran perjzlanan dan uang
saku dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi;

¢. Crertasi Tuges Anggota DPRD Kébupaten/i'(ota diselenggarakan olen BPSDM
Prcv nsi dengan biaya dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi dan APBD
P=merintah Kanupaten/Kota masing-masing;

d. BPSCM Provinsi dalam menyelengéarakan o-ientasi dimaksud dapat menerima
biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota sepanjang sudah mempunyai
dasar hukum yangc mengatir perpenmaan biaya dari APBD Kab/Kota, atau
medalui pola fasiliasi orientasi kepada Kabupaten/Xota;

e. Dalam hal BPSDM Provirsi tl‘dak dapat menyelengce-akar orientasi,
peiaksanaan orientasi dapat dllaquan oleh BPSDM Kemendagri atau BPSDM
Provinsi lainnye sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Dalam rengka membtangun karakter | bangsa, penyelenggaraan pengembangan
kompetansi revolusi mental bagi aparaftur sipil negara sangat dibutuhkan sebagai
stravegi pembangurian budaya dan manusia Indonesia yang berxarakter dan derjiwa
kuat, yang mengacu pada tiga nilai yakr‘ni integritas, etos keria, dan gotong royong;

5. Mempersiapkan penyelenggaraan Latlhan Dasa- [Latsar] bagi CPNS yang baru
diangkat. ‘

6. Penvelenggaraan Diklat Kepemlmpman dilaksanakan sesuai dengar peraturan
*  perundangan yang Dderlaku dengan memperhitungkan secara matang pola
pengembangan kaner di daerahnya masing-masing.

7. Agar penyzlenggaraan pengeml:angarll kompetensi [pendidikar dan pelatiran]
aparatur sipil negara [ASN] dapat berlangsung dengzn baix dan memenuhi standard
yang teiah ditentukan, hendaknya sarana dan prasarara EPSDM Provinsi dapat terus
ditingkatkan agar lebih memadai.

8. Sebagaimana Permendagri Nomcr 5 Tahun 207 tentang Pedoman Nomenklatur
Peranckat Daerah Prcvinsi dan Dasrah Kabupaten/Kota Yang Melzksanakan Fungsi
Penunjang Penyelerggaraan Urusan Pemerintahan agar pemerintah daerah dapat
mesakukan penyesumian nomenklatur peranckat yang melaksanakan fungsi




penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahen bidang kepegawaian, pendidikan
dar pelatihan, yang terdiri dari:

a. Badan Kepegawaiar Daerah (BKD) Provinsi;
b. Badan Pengempancan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provirsi; dan

c. Badan Kepegawalan dan Pergembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kanupaten/Kota.

Demikian untuk merjadi perhatian, dan atas kerjasamanya diucapkan terima
kasih.
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Menteri: alam Negeri,

Tembusan:

Merrer: Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Merreri Sekretaris Necara;

Sekretaris Kabinet;

Mermer: Pendayagunaar Aparatur Negara dan Reformasi Birokras':

Sekretaris Jendera, Inspektur Jerderal, para Cirektur Jendera dan para Xepala
Bacan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Ketua DPRD Provinsi sewuruh Indonesia; dan

Kerpala BFSDM Provinsi/ Badan Diklat Provinsi seluruh Indonesia.
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